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ABSTRAK

Bery Marivus
Skrip=
Pengarub Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Realisasi Pencrimaan
Pajak 1 Kantor Pelayanan Pajak Padang,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakal kepatuhan waiib pajak hadan
vang ditinjau dari jumiah pembayaran/penyetoran PPh Pasal 25 Badan wvang
dilaporkan tepal waktu serta banvaknya wajib pajak badan akiil” mempunval
pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan posal
25/29 badan, dimana peenelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak padang.

Penelitian inl menggunakan data kuantitatif dengan mengpunakan data primer
vang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Padang mulai dari Januari 2007 sampai
dengan Oktober 2009, Statistik uji vang digunakan adalah regeesi linier berganda
dan data diolah secars komputerisasi dengan program SPSS versi [6,

Penelitian ini membukiikan bahwa pembayaran PPh 25 badan vang dilaporkan
tepat wakiu dan jumlah wajib pajak badan aktif secara simullan berpengaruh
signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Badan i KPP Padang.

Keta Kuncd: Kepeatuhan Waiib Pajak, Wajih Pajal Badan Akt PPR Pasal 25,
Penerimaan Pajak Penghasilan 2529 Badan,




BABI

PIENDATIULITAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber-sumber penerimann Negara Indonesia berasal dan berhapai sekuor,
dimana semua hasil penenmaan tersebut akan digunakan untuk membiaval pembangunan
don untuk memmphkotkon kesejahteraan seluruh rakyat Indomesia. Salab soto sumber
penerimem yang paling polensial ialah darl penerimaan pajak. Pencrimaan pajak dapat
berasal dari pajak Penghasilan (PPh) dari sektor magas dan non migas, Pajak
Pertambihan Milai (PP, pajak penjualan atas barang mewah (PPrBM). pajak bumi dan
bangunan (PRBR), bea peroleban atas tansh dan baban bangunan {BHPTB). penerimaan
cukail, maupun pajak-pajak famnva.

Eebijokan perpajakan dalam tahun 2008 akan difokoskan untuk meninpkatkan
kepastian hukum, meningkatkan keadilan, dan memberikan kemudahan kepada wajib
pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan. serta mendorong  peningkatan
kepatuhan  masyarakat untuk  melaksanakan kewajiban  keneporaan dalam  bidang
perpajekan, menuju pada kemandivian dalam pemblayaan anggaran negara,

Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan efektifitas pemungutan pajak serta
memperluas objek pajak, tanpa menggangsu sektor wsaba., Pemerintab juga menuliki
komitmen  agar kebijakan perpajakan dilakukan dengan  tidak memberikan  heban
tamhbaban kepada pelaku ekonomi. Hasil dar berbagan kebijokan tersebut tampak dari

realisas penerimaan Angparan Pendapatan dan Belanja Megara {APBN) darn sektor




perpajakan vang meningkat dlan owakin ke wakiu, Berlombohnya nilal absolute
penerimaan pajak menunjukkan beberapa hal vaite bahwa
(1) Penerimaan pajak masih merupakan andalan atan wlang punggung sumber
penerimaan APBN
(i} Pajak  merupakan sumber penermasn yang  lebih aman dan mandio
kelimbang terpanmng pada pinjaman lvar negeri (misalnyva [IMF ataupun
CGI

Oleh korena itn kewajiban perpajakan hams dilaksanakan korens merepokan
suaty lanpgung jawab yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak. Kepotulan wapb
pajek mempunyai hubungan dengan pencnmaan pajak karena apabila Repatuhan dari
wajib pajak mengalami peningkatan maka secara tidak langsung Juga akan memperbesar
penerimaan Negara dan sektor pajak,

Definisi kepatuban biasanya berkisar pada istilah tingkal sampai dimana wajib
pajak mematuhl undang-undang perpajakan, Apar sustu sistem perpajakan elekul,
mavoritas wajib pajak harus patuh terhadapnya, Kepaluhan wajib pajak merupakan faktor
utama yang mempengarubl realisasi penerimaan pajak, dimana kepaluban wajib pajak
dalam hal ini dinilai dengan ketaatanya dalam memenuhi kewajiban perpajakan doan segi
tormal dan materil, Misalnya kepalubanya dalam hal wakiw, seorang wajib pajak
mungkin selaly membayar kewajibanya secara penuh letapi jika kewajiban tersebut
dibayar secara terlambal, maka hal denvikian Bdak dapat dianggap sebagai patub,

Berkaitan dengan penjabaran tersebut i atas, maka peneliti tertank  unluk
mengetahei  apakah  kepatuhan wajib pajsk dapat  berpengaruh  lerhadap  realisasi

penerimaenm pajak penghasilan. Dalam penelittan i, penulis memalih jumlah pembayaran




BAB Y
Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertajuan untuk mengetahur apakah kepatuban wajib pajak
Badan yang dilimjau dan jumlah pembavaran PPR Pasal 25 Badan yang dilaporkan
Llepal waktu serla banyaknys wajib pajok badan aktif sebagat variabel independen
mempunyal  pengaruh vang  signifikan terhadap realisasi penerimaan  pajak
penghasilan pasal 25/29 hadan sebegal variabel dependen, baik secara parsial
muupun secora simullan, Adapaun variabel vang digunakan dalam penelitian ini
ada 2 (dua), yaitu jumlah pembayeran/penyetoran PPh Pasal 25 Badan yang
dilaporkan tepat waktu dan jumlah wajib pajak badan akiif Penelitian ini
dilakukan di Kastor Pelayenan Pajak Pratama Bukittinpgoi, dengan menggunakan
data Januari 2007-Cktober 2000,

Berdasarkan hasil uji statistik vang telah dilakukan, diperoleh hasil
sehagal berikut:

Pada pengujian asumsi klasik dapat disimpulkan babwa model represi

telah  bebas  dari masalah  multikelinieritas,  heteroskedastisitas,

autokaorelast. dan telah memenuhi asumsi normalitas.

Selanjuinya, berdasarkan hasil perhitungan uji simultan (uji F, dibuktikan

bahwa jumlah pembayaran PPh 25 Badan vang dilaporkan secara tepat

wiktn dan jumlbah wigib pajuk bedan aktif secara simultan berpengaruh

q0
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